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Justice is goal of law enforcement. Judge is an important instrument in the 
enforcement of criminal justice in Indonesian. The judge has the potential to bias in 
the assessment of a criminal case. From some research on judge’s judgment and 
decision making (eg Probowati, 2003) shows about it. However, not much research 
in the psychological assessment process in the High Court Judge Justice.Rape is a 
crime of gender bias. The effect is fatal for the victims of rape and rape crimes from 
year to year to show improvement. Criminal justice assessment is the starting point 
in the decision. Theoretically assessment of criminal justice the perpetrators of rape 
are affected by the length of the criminal court, the age of the perpetrator, and the 
time given by the judge.This study used three experiments carried out serially. The 
variables has involved Length of criminal sentence (15 years, 5 years and acquittal), 
age of rapist (39 years old and 12 years old), and time pressure as independent 
variables. Sexism as co variable. Judgement of retributive justice, restorative justice 
and procedural justice as dependent variables. As many as 598 people subject to 
the inclusion of the character an accredited Law School student at least B, and has 
taken courses in Criminal Law. The measurement used is retributive, restorative and 
procedural justice scale and ambivalent sexism scale (Benevolent sexism and 
Hostile sexism).The results shown Length of criminal sentence, age of rapist, and 
time pressure has influence toward judgment of retributive justice and retributive 
justice, but no toward procedural justice. In all independent variables, sexism has not 
influence.  
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A. Latar Belakang 
Proses penegakan hukum di Indonesia melibatkan pemeriksaan polisi, jaksa 
sampai hakim, untuk menentukan pelaku bersalah atau tidak dan kemudian 
memutuskan pidana pelaku. Putusan yang  tertuang dalam vonis Hakim Pengadilan 
Negeri (PN). Tidak otomatis putusan hakim memberikan kepuasan pada pihak-pihak 
yang terlibat, baik terdakwa atau mungkin jaksa, yang merupakan “wakil” korban. 
Jika terjadi ketidak puasan atas putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) ini, maka 
pihak yang bertikai, diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum biasa, 
baik berupa banding ke pengadilan tinggi maupun kasasi ke mahkamah agung. Hal 
ini tertuang dalam pasal 67 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana):  
 “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding 
terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan 
bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah 
kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam 
acara cepat”  
 
Aturan tersebut memberikan peluang untuk melakukan upaya banding, jika 
sebuah putusan Hakim Pengadilan Negeri dianggap kurang memuaskan. Dalam 
upaya penyikapan yang proporsional atas putusan  pengadilan telah diatur dalam 
KUHAP. Ada beberapa tingkatan upaya hukum yaitu upaya hukum biasa yaitu 
banding ke pengadilan tinggi atau bahkan kasasi ke mahkamah agung. Ada pula 
upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (PK). Upaya-upaya hukum ini 




Proses banding akan dilakukan di pengadilan tinggi dalam wilayah hukum 
pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Dalam proses pemeriksaan 
tingkat banding yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 orang hakim atas dasar 
dari penyidik, berita acara pemeriksaan yang di sidang, beserta semua surat yang 
timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan, hal 
ini sesuai dengan KUHAP pasal 238.  
Ketentuan di KUHAP, sudah jelas, bahwa proses pemeriksaan di pengadilan 
tinggi “hanya” merupakan pemeriksaan berkas-berkas persidangan dan penyidikan. 
Hal ini tentu berbeda dengan pemeriksaan dalam pengadilan negeri yang 
menghadirkan barang bukti, saksi, saksi ahli, korban dan terdakwa. Hal ini 
memberikan suasana psikologis dalam proses persidangan dan pemeriksaan yang 
berbeda. Pada pengadilan negeri seorang hakim bisa mengamati raut muka 
penyesalan, gestur dan ras terdakwa, juga bisa kondisi pelaku, sedangkan pada 
pengadilan tinggi tidak bisa dilakukan.  
Aturan dan tata laksana pemeriksaan di pengadilan tinggi menyiratkan sebuah 
pertanyaan. Bagaimana majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan 
Hakim Pengadilan Negeri telah dianggap adil atau tidak. Penelitian tentang proses 
penilaian keadilan pada Hakim Pengadilan Tinggi merupakan hal yang menarik, 
Proses ini penting dalam sebuah sistem hukum yang bertujuan untuk mencapai 
keadilan.  
Keadilan merupakan bagian penting dalam proses hukum pidana, tetapi 
keadilan merupakan poin yang susah untuk diukur. Keadilan merupakan sesuatu 




masing-masing individu (Ali, 2009). Faturochman, (2002) mengatakan keadilan akan 
sulit didefinisikan tanpa ada konteks sosial yang jelas.  Untuk itu keadilan bisa lebih 
mudah jika dikaitkan dengan konteks sosial tertentu. Keadilan sosial mempunyai dua 
sisi yang objektif dan subjektif. Keadilan objektif terkait dengan kapasitas untuk 
menyesuaikan dengan standar normatif yang berlaku sehingga bias dan prasangka 
bisa direduksi seminimal mungkin (Faturochman, 2002). 
Keadilan subjektif terkait dengan penilaian atau persepsi individu tentang 
keadilan. Penilaian keadilan merupakan rangkaian kata yang terdiri dari dua kata 
yaitu kata penilaian dan keadilan. oleh karena itu perlu juga mengetahui tentang 
pengertian penilaian yang merupakan output dari persepsi.  
Penilaian keadilan pemidanaan pelaku kejahatan pada pengadilan tinggi, 
mempunyai konsep yang sedikit berbeda. Hal ini, seperti yang dikemukakan di atas, 
bahwa dalam proses penilaian keadilan di pengadilan tinggi  “hanya” memeriksa 
dokumen-dokumen semata, sehingga interpretasi dari prosedur yang telah 
dilaksanakan selama persidangan di pengadilan negeri menjadi sangat sentral. 
Untuk itu penilaian subjektif tentang keadilan yang telah diputuskan cukup berperan 
dalam proses peradilan di pengadilan tinggi  ini.    
Keadilan adalah tujuan dari seluruh proses hukum, pada tiap tingkat 
pengadilan, mulai dari hukum pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai 
mahkamah agung. Hakim merupakan aktor utama dari tercapainya tujuan tersebut. 
Hal ini sesuai dengan UU No 48  tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada 




(1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  
(2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang 
tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.  
Hakim dalam memberikan keputusan harus dilakukan dengan rasa tanggung 
jawab, jujur dan tidak memihak. Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak selamanya 
memberikan putusan yang sama untuk kasus kejahatan yang sama. Hal ini 
diistilahkan dengan disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan antar hakim 
merupakan masalah hukum yang pelik. Masalah ini menjadi pembicaraan dalam 
Musyawarah Nasional VII Ikatan Hakim Indonesia di Pandaan Jawa Timur, Munas  
VIII Ikatan Hakim Indonesia di Jakarta 1984 dan Simposium terbatas tentang 
pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 
1992. Disparitas pemidanaan hakim tentu akan mengurangi kepastian keadilan 
dalam pemidanaan, karena seseorang akan melakukan perbandingan antar putusan 
dalam kasus yang sama (Probowati 2001).  Tidak tercapainya rasa keadilan ini, 
menimbulkan penilaian bahwa hakim dalam penegakan hukum pidana dianggap 
kurang adil dan kurang bertanggung jawab di dalam memutuskan suatu perkara 
(Anwar & Adang, 2009). Akhirnya akan menurunkan legitimasi pada  institusi hukum 
dan aturan sosial yang akhirnya akan membuat tatanan sosial mengalami masalah 
(Tyler 2006),  
  Disparitas pemidanaan hakim sangat didominasi oleh keyakinan yang secara 
empiris sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis (Probowati, 2007).Disparitas 




memberikan pemidanaan. Hakim dalam memutuskan pemidanaan memiliki patokan 
batas minimal-maksimal pemidanaan dalam KUHP. Pengambilan keputusan yang 
berbeda dari hakim juga dipengaruhi oleh kebebasan hakim.  
Disparitas pemidanaan bisa disebabkan adanya perbedaan filosofi antar hakim 
terkait dengan aliran pemidanaan. Ada tiga aliran pemidanaan (Taft & England 
dalam Probowati, 2001):  
a. Aliran klasik. Dengan tokohnya Cesare  yang mengajarkan  ajaran yang 
memuja pidana sebagai sarana ampuh untuk mengatasi  kejahatan. Pidana 
ditentukan secara pasti oleh pembuat undang-undang dan sama sekali tidak 
diizinkan adanya perbedaan pemidanaan.  
b. Aliran  modern,  Lambroso merupakan salah satu pelopor aliran ini. Aliran ini 
mengajarkan pemberian pemidanaan yang bergantung dari kasus kriminal. 
Artinya setiap  pelaku kejahatan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. 
Suatu kebodohan jika penetapan pidana yang sama kepada semua orang 
yang melakukan tindak pidana tertentu. Aliran modern  berkembang  menjadi 
aliran yang bertujuan pada pencegahan.  
c. Aliran Neo Klasik.  Aliran ini berkembang pada abad 19 dan mempunyai dasar  
yang sama dengan aliran klasik tetapi dengan melakukan  modifikasi. 
Modifikasi yang dilakukan antara lain diterimanya asumsi bahwa penyebab 
kejahatan dapat karena patologis, ketidak mampuan dan penyakit jiwa. 
Diterimanya keadaan-keadaan yang dapat meringankan pemidanaan baik fisik 
lingkungan maupun mental. Juga dilakukan modifikasi pertanggung jawaban 




karena gila, dibawah umur dan keadaan lain yang dapat mempengaruhi 
pengetahuan dan niat seseorang dalam melakukan kejahatan. 
Diperkenalkannya saksi ahli sebagai penentu derajat pertanggung jawaban 
pidana.  
Disparitas pemidanaan mulai akan muncul jika hakim menggunakan 
pendekatan modern yang memperbolehkan adanya perbedaan pemidanaan. Begitu 
juga dengan pandangan neo klasik, pengecualian-pengecualian yang diperbolehkan 
menjadi pemicu semakin besarnya disparitas pemidanaan yang ada. Sebagai 
contoh dalam persidangan seorang hakim akan mendapatkan informasi dari jaksa 
tentang pasal-pasal yang didakwakan pada pelaku anak. Pasal yang digunakan oleh 
jaksa mempunyai beberapa kemungkinan dari pasal dari KUHP atau UU 
Perlindungan Anak. Selain jaksa, hakim juga akan mendengarkan dari saksi ahli 
untuk mendapatkan informasi tentang derajat pertanggung jawaban pidana pelaku. 
Banyaknya informasi yang harus diserap oleh hakim semakin membuat rentang 
disparitas pemidanaan makin lebar.  
Dalam penyerapan infomasi dan data, seseorang dipengaruhi oleh nilai, 
pengalaman, informasi terdahulu dan kondisi kekinian pada saat itu (Stenberg, 
2008). Dalam kondisi yang seperti itu maka hakim rentang mengalami distorsi 
informasi dan kesalahan pengambilan keputusan yang berakibat ketidak puasan 
pada hasil persidangan, yang akhirnya akan menimbulkan rasa  ketidak adilan pada 




Penilaian keadilan pemidanaan meliputi keadilan substantif dan keadilan 
prosedural.  Keadilan substantif adalah keadilan yang berbasis pada moral. Keadilan 
substantif bisa dibagi menjadi 2 yaitu keadilan retributif dan keadilan restoratif.  
Keadilan retributif merupakan keadilan yang mengacu pada kelayakan pidana 
untuk pelaku kejahatan. Secara teoritik keadilan retributif lebih dekat dengan 
penegakan moral, dengan prinsip “nyawa bayar nyawa” (Finkerstein, 2002: Darley, 
2009). Retributif juga dianggap sebagai keadilan balas dendam. Rasa ingin 
menghukum pelaku, merupakan dorongan yang harus dilampiaskan. Jika keinginan 
ini tidak terlampiaskan maka akan menjadi tekanan pada disonansi pada psikis 
individu (Vidmar, 2001).  Manifestasi dari pendapat Vidmar ini adalah pidana yang 
berat akan semakin dinilai adil dibanding dengan pidana yang ringan. Lebih lanjut 
beberapa penelitian tentang beberapa penelitian tentang sikap menghukum 
menunjukkan bahwa kejahatan yang dianggap serius dianggap lebih pantas diberi 
pidana seberat-beratnya (Cullen, et. al. 1985: Rossi, Simpson & Miller, 
1985:Mackey, & Courtright, 2000), begitu juga dengan kejahatan yang dilakukan 
dengan sengaja (Darley & Pitman, 2003) 
Keadilan restoratif merupakan keadilan yang berorientasi pada kemanfaatan 
pemidanaan untuk kemanfaatan pelaku, korban dan masyarakat (O’Hara, 2005: 
Tyler, 2006). Lebih lanjut O’Hara (2005) mengatakan bahwa keadilan restoratif lebih 
melihat masa depan daripada masa lalu. Penganut paradigm keadilan 
restoratifmeyakini bahwa  pelaku merupakan individu yang perlu dipulihkan sehingga 
diharapkan menjadi individu yang  mampu hidup di masyarakat dengan baik (Tyler, 




benar akan memberikan efek perubahan positif pada korban, dan efek  aman pada 
korban dan masyarakat, sehingga mungkin tidak harus memidanakan pelaku terlalu 
lama untuk pidana yang adil secara restoratif. 
Berbeda dengan keadilan retributif dan keadilan restoratif yang lebih melihat 
pada hasil  putusan, keadilan prosedural lebih melihat pada proses putusan hakim. 
Menurut Lind dan Tyler (1988) penilaian prosedur yang adil mengacu pada  sejauh 
mana putusan hakim dilakukan secara terpercaya atau legitimate, mengedepankan 
unsurnetralitas dan perlakuan yang baik untuk pelaku. Dalam tataran pelaksanaan 
hukum di Indonesia   lebih mengacu azaz kepastian hukum. Kitab Undang-undang 
acara pidana telah merumuskan proses persidangan yang menjadi referensi dalam 
proses pengambilan putusan, agar putusan tersebut dinilai adil.   
Di antara tindak kejahatan yang disidangkan dalam pengadilan, kasus 
pemerkosaan merupakan kasus yang banyak menimbulkan perdebatan dan menarik 
untuk diteliti. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Alasan pertama, persepsi 
yang berbeda antara penilaian masyarakat dan realita empiris tentang 
pemerkosaan. Dalam survei menunjukkan bahwa masyarakat menganggap 
pemerkosaan sebagai kejahatan yang berbahaya. Pemerkosaan dianggap 
berpotensi mengalami pengulangan dan masyarakat menganggap bahwa pelaku 
mengalami gangguan jiwa (Karen, 2003). Di sisi lain,Sample & Bray, (2003), 
mereview beberapa hasil studi sistematis yang membandingkan pemerkosaan 
dengan kejahatan lain seperti pencurian, perampokan. Ditemukan bahwa 





Alasan yang kedua, dalam penegakan hukum pemerkosaan di Indonesia, 
terdapat banyak hal yang menimbulkan “gugatan” tentang keadilan dalam kasus ini 
karena; 1) Dalam KUHP yang berlaku di Indonesia menunjukkan bahwa pelaku 
pemerkosaan selalu berjenis kelamin laki-laki dan korban selalu berjenis kelamin  
perempuan; 2) Pidana untuk pelaku pemerkosaan dianggap kurang memenuhi rasa 
keadilan. Misalnya pada pasal 285 KUHP dijelaskan bahwa pidana maksimal 12 
tahun penjara untuk pelaku pemerkosaan, sedangkan pada pasal 287 KUHP 
dijelaskan  bahwa pidana maksimal pada pemerkosaan dengan korban yang berusia 
di bawah umur, selama 15 tahun (Moeljatno, 1996). Dasar hukum ini tentunya 
dianggap kurang memenuhi rasa keadilan karena korban anak-anak lebih rentan 
mengalami gangguan mental dari efek pemerkosaan dibanding dengan korban 
dewasa. Anak-anak lebih berpotensi menjadi korban dibanding dengan orang 
dewasa, karena mudah percaya dan terbujuk oleh orang dewasa.  Pasal yang bias 
ini  menimbulkan reaksi untuk memenuhi kebutuhan keadilan  restoratif, jika melihat 
efek   pemerkosaan  terhadap korban khususnya anak-anak.  
Dalam pengadilan kasus anak terkait dengan pemerkosaan dan  kejahatan 
seksual lainnya menunjukkan adanya disparitas pemidanaan. Data yang dirilis oleh 
Unicef Indonesia (2006), dengan menggunakan pasal penuntutan yang sama, 
menujukkan bahwa Pengadilan Negeri Bandung menjatuhi pelaku anak pelaku 
kejahatan seksual 1,5 -2 tahun sedangkan pada Pengadilan Negeri Kupang 4 – 8 
tahun. Data ini menunjukkan bahwa hakim belum mempunyai standar penilaian 




Bias pada penilaian kejahatan juga terjadi pada kasus pemerkosaan anak. 
Untuk membuktikan proses hukum kasus pelanggaran seksual dengan korban anak, 
penulis mentelaah dokumen legal memorandum. Dari telaah kasus tersebut 
menunjukkan adanya disparitas pemidanaan atau perbedaan dalam vonis 
pemidanaan antara 0 Tahun (bebas) sampai 9 tahun pada level pengadilan negeri.  
Begitupun juga pada level pengadilan tinggi, bahwa Hakim Pengadilan Negeri 
maupun Hakim Pengadilan Tinggi cenderung tidak mengindahkan korban sebagai 
pertimbangan dalam membuat putusan pidana yang dijatuhkan pada korban 
terutama untuk majelis hakim yang memutus bebas, hal ini terungkap dalam salah 
satu memorandum putusan MA yang mengkritisi putusan Majelis Hakim Pengadilan 
Tinggi, sebagai berikut; 
“Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memberikan putusan yang sangat 
tidak masuk akal, tanpa pertimbangan nurani dan akal sehat dan tanpa 
memikirkan bagaimana nasib dan masa depan saksi korban yang juga 
adalah anak tiri dari terdakwa. Apalagi pada masa sekarang ini begitu 
dihebohkan di masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan 
Anak, namun kenyataannya, fakta yang telah terungkap secara jelas 
dan nyatapun akhirnya dikaburkan dengan putusan banding yang tidak 
masuk akal dan tanpa pertimbangan yang bisa dianalisa secara 
hukum” (Putusan MA,  No. 465 K/Pid/2006)” 
 
Pertimbangan majelis hakim MA di atas, merupakan peluang bagi hakim 
yang lain untuk mempertimbangkan aspek psikologis anak dimasa yang akan 
datang. Belum banyak putusan yang memperhatikan korban dalam membuat 
putusan oleh hakim, selain untuk alat bukti, semisal visum et repertum. Selebihnya 
kondisi psikologis anak sebagai korban hendaknya juga menjadi pertimbangan 




dalam pengadilan mempunyai kewenangan untuk menganalisa fakta yang mungkin 
harus keluar dari konteks hukum demi keadilan bersama.  
Belum banyak penelitian tentang bentuk-bentuk keadilan yang dianut oleh 
hakim khususnya dalam kasus pemerkosaan. Nilai keadilan yang dianut oleh Hakim 
Pengadilan Negeri menentukan bentuk dan lama pidana yang akan diberikan 
kepada pelaku kejahatan. Bagi Hakim Pengadilan Tinggi hal ini menentukan apakah 
putusan Hakim Pengadilan Negeri dianggap adil atau tidak.Oleh karena itu 
penelitian ini akan meneliti ketiga bentuk keadilan (retributif, restoratif dan 
prosedural) dalam rangka untuk memahami keadilan mana yang lebih dianut oleh 
Hakim Pengadilan Tinggi di Indonesia, khususnya dalam memutus kasus 
pemerkosaan. 
Problem empiris diatas menarik untuk diteliti, namun untuk meneliti proses-
proses pada hakim sesungguhnya mempunyai kesulitan tersendiri pada 
ketersediaan subjek penelitian. Dengan pertimbangan tersebut maka untuk 
mendekatkan hasil penelitian simulatif yang mendekati dengan kondisi empiris. 
Dipilihlah mahasiswa hukum dengan kriteria telah mempelajari hukum pidana. 
Diharapkan dengan melibatkan mahasiswa hukum ini, subjek sudah lebih 
memahami tentang filosofi keadilan pemidanaan dan proses hukum pidana yang 
dianut dalam aturan tata hukum Indonesia.  Beberapa penelitian tentang penilaian 
dan pengambilan keputusan dalam pengadilan telah diujikan dengan melibatkan 
mahasiswa sebagai subjek penelitian (Bornstein, Rung, & Miller, (2002);Mueller-
Johnson dan Dhami (2010); Kerr dan Hymes (1995); Okimoto, et. al., (2006); Willey 




Secara teoritis banyak faktor yang mempengaruhi penilaian keadilan. Aspek 
pribadi individutelah banyak diteliti terkait dengan sikap dan penilaian terhadap 
kejahatan dan pidana untuk pelaku. Misalnya Feather (1996;1998) meneliti tentang 
mengaruhi moral yang termediasi dengan penilaian tanggung jawab pidana dan 
keseriusan kejahatan terhadap pidana yang layak untuk pelaku pelanggaran. 
Beberapa penelitian juga menemukan adanya pengaruh kepribadian penilai dengan 
pemberian pidana (Ryckman, Burn & Robbins, 1989: Probowati, 2001: 2007).  
Khusus untuk kejahatan pemerkosaan juga diteliti terkait dengan sexism,  
Misalnya Cowan (2000) menemukan bahwa individu yang mempercayai bahwa 
pemerkosaan adalah kesalahan pelaku beranggapan pemerkosaan disebabkan oleh 
keadaan yang dialami oleh laki-laki seperti  Male dominance, male sexuality, male 
dan male pathology. Individu yang seperti ini cenderung untuk menghukum 
pemerkosa lebih berat. Hasil penelitian yang sama ditemukan oleh Gray (2006).  
Dari hasil penelitian tentang aspek pribadi individu penilai dapat disimpulkan 
bahwa pribadi penilai berperan dalam penilaian keadilan pemidanaan, tetapi belum 
banyak yang menjelaskan apa bentuk keadilan yang paling tepat untuk pelaku 
kejahatan pemerkosaan anak.  
Selain faktor internal, faktor eksternal seperti kasus, pelaku, korban  dan faktor 
situasi juga mempengaruhi. Beberapa penelitian menguatkan pendapat tersebut, 
seperti penelitian yang dilakukan oleh Bornstein & Miller (2002) tentang ekspresi 
penyesalan korban dengan pemberian pidana. Usia pelaku, korban juga 
mempengaruhi penilaian pemberian perlakuan apakah dipidana atau di rehabilitasi 




Faktor suasana kerja, mempengaruhi penilaian kasus kejahatan. Gordon  & 
Anderson (1995), dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa menunjukkan 
tekanan waktu cenderung meningkatkan  penilaian keseriusan kejahatan dan 
meningkatkan keinginan untuk menghukum.  Kaitan antara tekanan waktu dan 
keinginan untuk  memberikan pidana ini dimediasi oleh stereotype pada pelaku. 
Lebih lanjut Brown & Miller (2000) menjelaskanbahwa suasana kerja dalam tekanan 
waktu membuat individu cenderung berfikir sempit, tidak menggali informasi lebih 
atau cenderung berfikir heuristik.  
Dalam kenyataannya, majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam bersidang 
dibatasi oleh waktu untuk  melakukan penilaian dan membuat keputusan pada kasus 
tertentu. Hal ini tidak mudah karena selain adanya tekanan waktu, jumlah kasus 
yang ditangani juga cukup banyak dan bervariasi.  Untuk itu penelitian ini mencoba 
untuk melihat peran dari faktor kasus seperti lama pidana, usia pelaku dan  faktor 
suasana kerja tekanan waktu  serta faktor internal penilai, terhadap penilaian 
keadilan pemidanaan pelaku pemerkosaan yang meliputi keadilan retributif, keadilan 
restoratif dan keadilan prosedural.     
Kaitan antara nilai individu dan pemidanaan juga tergambar dari 
deservingness model dari Feather (1996: 1998). Lebih lanjut Feather 
mengemukakan bahwa kaitan antara nilai dan pidana yang adil, dimediasi oleh 
penilaian keseriusan kejahatan yang terjadi dan penilaian tanggung jawab pidana 
pelaku.  Pada kejahatan pemerkosaan dianggap sebagai kejahatan yang berat dan 
berpotensi terjadi pengulangan (Karen 2003), sehingga pelaku pemerkosaan 




Disisi lain dalam Deservingness model Feather (1998) juga melibatkan 
penilaian tanggung jawab pidana, hal ini berimplikasi keharusan untuk melihat latar 
belakang pelaku.  Dalam undang-undang pidana Indonesia, terdapat pasal 
pengecualian, artinya ada beberapa kelompok pelaku yang disebutkan dalam 
undang-undang tersebut akan mendapatkan pemaafan (divonis lepas) atau 
keringanan pemidanaan. Kelompok yang disebutkan dalam KUHP tersebut adalah 
orang yang mengalami gangguan jiwa, dan anak-anak. Pada kelompok ini dianggap 
tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan kejahatan secara sengaja. Jika 
melakukan kejahatanpun umumnya karena  ketidak sengajaan atau didorong oleh 
faktor penyebab eksternal.  
Kaitan antara kemampuan pelaku  dan pertanggung-jawaban pidana ini lama 
pemidanaan bisa  terjelaskan dengan teori atribusi. Teori ini mengatakan  bahwa 
ketika individu melakukan tindakan karena faktor eksternal atau lingkungan akan 
diangap pertanggung jawaban pidananya lebih ringan sehingga akan mendapat 
pidana yang lebih ringan. Sebaliknya jika individu melakukan kejahatan 
pemerkosaan karena  faktor internal maka pertanggung jawaban pidananya akan 
lebih berat sehingga akan  dinilai layak untuk dipidana berat (Costanzo, 2006).  
Interaksi antara keseriusan kejahatan dan tanggung jawab pidana ini cukup 
menarik untuk dibahas dalam kasus pemerkosaan. Wahid  dan Irfan (2001) 
mengatakan bahwa motif melaku pemerkosaan adalah kurangnya kemampuan 
seseorang untuk mengendalikan dorongan seksual, obat-obatan terlarang 
lingkungan seperti perceraian keluarga dan rendahnya ekonomi serta pendidikan. 




penyebab pemerkosaan ini dirasa janggal jika terdapat pada pelaku pemerkosaan 
yang masih berusia anak-anak. Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak-
anakjuga banyak terjadi (Unicef Indonesia, 2006). Penyebab pemerkosaan yang 
dilakukan oleh anak-anak lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal seperti 
pornografi, imitasi dan paksaan.  
Dari uraian ini maka apakah keadilan retributif dengan memberikan 
pemidanaan yang seberat-beratnya bisa diterapkan untuk pelaku pemerkosaan  baik 
untuk usia dewasa  maupun pelaku yang masih berusia anak-anak, yang secara 
psikologis mempunyai kebutuhan yang berbeda. 
Beberapa referensi, misalnya Tyler (2006) dan Darley (2009) menunjukkan 
bahwa pemidanaan  sebagai balas dendam tidak menunjukkan bahwa pemidanaan 
tidak memberikan banyak manfaat untuk pelaku dan masyarakat.   Bahkan penilaian 
keadilan yang berdasar pada sanction base modelinimendapatkan kritikan sebagai 
model yang hanya berefek negatif pada pelaku dan tidak mempunyai upaya untuk 
melakukan pembenahan perilaku untuk pelaku kejahatan, terutama pemidanaan 
pada kasus yang melibatkan  anak sebagai pelaku 
Dalam realitanya, jumlah pelaku kejahatan anak cukup besar sebagaimana 
dalam data sebanyak 4.325 anak ditahan di rumah tahanan dan penjara (Unicef 
Indonesia, 2006).Dalam kurun tahun 2002-2004, Litmas hanya 
merekomendasikan8.097 anak untuk dijatuhi pidana, kenyataannya sebanyak 9.256 
anak yang dijatuhi pidana. Sebaliknya, dari 1.294 rekomendasi untuk 
mengembalikan anak ke walinya, hanya 114 anak yang dikembalikan kepada wali 




pelanggaran hukum yang serius (Putri, 2001). Hal ini tentu mengusik rasa keadilan 
dan memunculkan pertanyaan apakah pemidanaan yang  berat untuk anak-anak 
dinilai adil secara retributif, ataukah sebaliknya, pelaku dewasa yang layak dihukum 
berat?   
Jika sesuai dengan paparan di atas bahwa usia pelaku mempengaruhi 
penilaian keadilan retributif pemidanaan pelaku pemerkosaan. Menunjukkan bahwa 
subjek tidak hanya melihat pemerkosaan sebagai kejahatan yang berat tetapi juga 
melihat kelayakan  pelaku untuk diberi pidana yang berat atau bahkan dibebaskan. 
Dalam melakukan penilaian dan pengambilan keputusan dibutuhkan kondisi yang 
tenang agar penilaian keadilan retributif yang buat bisa akurat. Dalam beberapa 
referensi dinyatakan bahwa ada kecenderungan seseorang untuk melakukan 
penilaian secara heuristic. Penilaian ini memang meringankan secara kognitif 
terlebih lagi penilaian terkait dengan putusan  hukum membuat penilai terjebak pada 
anchoring. 
Bentuk keadilan yang lain yang mendapat sorotan utuk diterapkan adalah 
keadilan restoratif. Prinsip keadilan restoratif adalah sejauh mana putusan pidana 
berorientasi pada keseimbangan antar pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan 
restoratif ini lebih berafiliasi pada filosofi rehabilitasi (O’Hara, 2005)  Dalam 
pendekatan keadilan restoratif, seseorang yang melakukan tindak kejahatan harus 
diberi kesempatan untuk memperbaiki masa depannya, sehingga secara psikologis 
bisa hidup di masyarakat secara baik dan mematuhi aturan yang berlaku. Dengan 
kata lain, keadilan restoratif diharapkan pelaku menjadi anggota masyarakat yang 




untuk masyarakat. Diharapkan masyarakat belajar dari kasus yang terjadi dan 
menghindari melakukan kejahatan seperti dalam kasus tersebut (Ali, 2009).  
Kejahatan yang berat mempengaruhi respon psikologis masyarakat terhadap 
pelaku  kejahatan. Penentuan berat ringan kejahatan terkait dengan kerusakan atau 
kerugian dari kejahatan yang dilakukan, selain itu residivisme atau pengulangan 
kejahatan juga mempengaruhi lama pemidanaan (Rossi, et. al., 1985).  Kejahatan 
yang berat, tidak hanya meniscayakan keadilan retributif, tetapi juga keadilan 
restoratif, mengingat prinsip keadilan restoratif adalah mengembalikan kondisi 
keadilan setelah terjadinya kejahatan.  
Ada beberapa konsep tentang rehabilitasi dengan tindak pidana, salah 
satunya dikatakan oleh Ward et. al. (2006) bahwa pelaku kejahatan pemerkosaan 
adalah orang yang mempunyai gangguan pola pikir psikopat. Memerlukan 
penanganan yang lebih lama untuk disembuhkan. Meskipun demikian kejahatan 
tetap harus diatasi. Menurut  filosofi pemidanaan, untuk mengurangi kejahatan, 
pelaku kejahatan harus diperbaiki perilakunya (Tyler 2006).  
Untuk itu pemidanaan hendaknya juga harus berorientasi pada prediksi  
kemungkinan pelaku kejahatan bisa mengubah perilakunya selama menjalani masa 
hukuman. Dari hal ini maka menimbulkan pertanyaan bahwa apakah lama hukuman 
akan mempengaruhi penilaian keadilan restoratif 
Umumnya dorongan penerapan keadilan restoratif muncul pada kasus tindak 
kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku.  Meskipun demikian, seperti 




untuk melakukan regulasi sosial pada tindak kejahatan apapun. Maka sebenarnya 
keadilan restoratif juga harus diterapkan pada pelaku dewasa.   
Dalam kajian psikologi, dibanding dengan keadilan retributif, keadilan restoratif 
belum banyak diteliti. Keadilan restoratif ini bisa sebagai konsep alternatif dari 
keadilan retributif yang sering dianggap menimbulkan masalah dalam 
pelaksanaannya di masyarakat  (Okimoto, Michael  & Feather, 2009). 
Dalam pendekatan pemidanaan, keadilan restoratif berafiliasi pada pendekatan 
neo klasik, yang lebih  melihat beberapa unsur pengecualian dalam pemberian lama 
pidana dan usia adalah salah satu yang dipertimbangkan dalam pemidanaan.  
Pengecualian ini diikuti dengan tujuan rehabilitasi.Kaitan antara penilaian lama 
pidana dan usia pelaku keadilan restoratif terdapat pada kesesuaian pidana yang 
diberikankan pada pelaku  dengan perkiraan tenang masa rehabilitasi yang 
dibutuhkan oleh pelaku. Secara teori perkembangan, pelaku yang masih berusia 
anak-anak lebih mudah untuk direhabilitasi perilakunya dibanding dengan perilaku 
yang sudah berusaha dewasa.  Seperti yang dikatakan oleh Monk, et. al. (2002)  
bahwa masa perkembangan awal lebih mudah untuk berubah.  Selain itu menilik 
penyebab  tindak kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak-anak  lebih 
banyak dilakukan karena pengaruh luar.Anak-anak dianggap masih belum 
mempunyai kemampuan untuk mengontrol perilakunya.   selain juga anak-anak 
diharapkan mempunyai masa depan yang lebih panjang dan harus diselamatkan 
(Carson & Felthous, 2003: Rogers, 2004).   
Pelaku pemerkosaan yang masih anak-anak secara perkembangan  lebih 




pemerkosaan yang dilakukan oleh anak-anak juga tidak dipicu oleh faktor-faktor 
deviasi perilaku seksual, sehingga dari hal ini diprediksikan bahwa pelaku dewasa 
lebih berpotensi mengalami pengulangan dibanding pelaku anak-anak (Veneziano 
&Veneziano, 2002) 
Dalam beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa usia pelaku merupakan 
faktor yang dalam mempengaruhi penilaian keadilan. Penelitian Steffensmeier, 
Ulmer & Kramer (1998); Bergemon & McKelvie (2004); Smith & Hed (1979) 
menunjukkan bahwa terdakwa yang berusia lebih muda dianggap lebih layak untuk 
menerima pidana yang ringan daripada yang terdakwa lebih tua. untuk menentukan 
apakah efek usia hanyalah hasil dari asumsi bahwa terdakwa lebih muda mungkin 
punya masa depan yang lebih cerah.  
Penelitian kaitan keadilan restoratif dan usia belum menunjukkan hasil yang 
konsisten. Dalam hasil penelitiannya Rogers (2004) misalnya, bahwa usia pelaku 
mempengaruhi sikap pada  pemidanaan, tetapi tidak mempunyai pengaruh dalam 
sikap terhadap treatment atau rehabilitasi pelaku. Hasil ini bertolak belakang dengan  
keinginan sistem hukum untuk memberikan  melindungi anak-anak yang berurusan 
secara hukum.   
Inkonsistensi hasil penelitian tentang usia dan kaitannya pada sikap terhadap 
rehabilitasi  memunculkan pertanyaan bahwa apakah masyarakat pada umumnya 
atau penegak hukum khususnya, akan mengedepankan kemarahan pada pelaku 
kejahatan berat dalam hal ini pemerkosaan dengan menghukum pelaku seberat-




Penilaian keadilan prosedural pidana adalah penilaian keadilan terkait dengan 
sejauh mana kualitas proses pengadilan dan perlakuan yang ada di pengadilan 
(Tyler, 2006).  Keadilan prosedural merupakan process based model yang berusaha 
menjelaskan penilaian terhadap pengadilan melalui pengukuran pada perasaan 
publik berkaitan dengan keadilan dalam prosedur yang ada di pengadilan (Tyler, 
2001; Tyler & Huo, 2002). Seseorang yang mengedepankan penilaian keadilan 
prosedural, cenderung tidak memperdulikan hasil yang diputuskan atau  efek dari 
hasil tersebut,  tetapi lebih menitik beratkan proses yang tepat (Heuer, 2005) 
Ada tiga kriteria yang digunakan  individu untuk  menilai keadilan prosedural 
menurut Lind & Tyler (1988) yaitu, trustworthiness to  authority, neutrality dan 
respect.Trustworthiness to  authority mengacu pada kepercayaan bahwa otoritas 
mempedulikan daan mempunyai keinginan yang baik. Neutrality berkaitan dengan 
nihilnya bias dalam pengambilan keputusan. Respect terkait dengan perlakuan yang 
sopan, bermartabat serta mengindahkan hak asasi seseorang. Dengan kata lain, 
pemberian pidana yang adil secara prosedural adalah jika putusan tersebut diambil 
oleh hakim yang terpercaya, sesuai dengan prosedur yang  berlaku serta 
mempertimbangkan hak dari pelaku 
Terkait dengan pemidanaan pelaku pemerkosaan, putusan yang adil secara 
prosedural adalah putusan yang sesuai dengan aturan KUHAP, dan KUHP, serta 
mempertimbangkan beberapa hal yang terkait, misalnya usai, barang bukti, tuntutan 
jaksa dan dan pertimbangan keberadaan pelaku. Maka jika putusan yang diambil 
sudah memenuhi unsur-unsur tersebut maka apapun hasilnya akan memuaskan 




mempertimbangkan penilaian keadilan prosedural tidak hanya menekankan pada 
hasil atau dalam hal ini adalah lama pidana, tetapi juga mengedepankan pada 
kesesuaian aturan dan proses sesuai dengan undang-undang perlindungan anak 
atau sesuai dengan proses peradilan anak maupun proses peradilan dewasa.  
Pengadilan banding merupakan upaya untuk mencari keadilan. Putusan dari 
kasus  yang diajukan dalam pengadilan banding adalah kasus yang dinilai oleh 
pihak yang bersengketa, baik  terdakwa (pelaku) atau jaksa,  sebagai yang  
diputuskan kurang adil. Memo banding umumnya mengungkap beberapa poin dari 
kelemahan putusan pengadilan negeri, misalnya penilaian lemahnya pasal, penilaian 
hakim tidak memperhatikan keterangan saksi atau bukti-bukti atau pertimbangan 
hakim yang dirasa kurang tepat.  
Dari proses ini diharapkan pengadilan tinggi bisa memberikan pendapat 
alternatif terhadap prosedur yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Dengan 
kata lain apakah Hakim Pengadilan Negeri sudah melakukan  pengambilan 
keputusan secara benar dan terpercaya (trustwortiness), netral sesuai dengan azaz 
Undang-undang (netrality) dan sudah memperhimbangkan kebaikan pihak-pihak 
yang bertikai (respect) 
Proses penilaian keadilan prosedural ini banyak dilakukan pada proses 
peradilan tingkat banding di pengadilan tinggi atau kasasi di mahkamah agung.  
Akurasi penilaian ketepatan proses yang tertuang di dokumen sangat dibutuhkan 
karena di persidangan tersebut tidak  menghadirkan saksi, saksi korban atau pelaku.  
Disamping mengedepankan materi informasi, seperti  lama pidana dan usia 




prosedural ini. Akurasi penilaian ini dipengaruhi oleh banyak hal seperti proses 
kognitif seperti anchoring-heuristic dan aspek lingkungan seperti tekanan waktu.  
Uniknya dari penelusuran peneliti pada putusan hakim tinggi dalam kasus 
banding sebagaian besar sama dengan putusan pengadilan tinggi (Lampiran), 
sehingga memunculkan pertanyaan apakah proses-proses ini mengalami bias dalam 
penilaian? 
Penilaian keadilan retributif, restoratif dan prosedural memang dipengaruhi 
oleh bentuk kasus, selain itu ada faktor luar lain yang mempengaruhi penilaian 
keadilan ini. Seperti yang diketahui bahwa dalam pelaksanaan  sidang banding, 
majelis hakim hanya mempunyai waktu yang “terbatas” untuk menilai dan 
memutuskan kasus yang disidangkan.  
Idealnya  dalam pengambilan keputusan tersedia waktu yang cukup guna 
mencapai  putusan yang berkualitas (Johnson & Johnson, 1996). Dengan waktu 
yang cukup maka hakim atau individu pada umumnya, akan mampu mentelaah 
setiap informasi dengan baik. Sebaliknya tekanan waktu cenderung membuat 
anggota kelompok mempersempit perhatian, mendorong untuk lebih berpikir  
sederhana dan mengolah informasi secara heuristik (Brown & Miller 2000, dan Kelly 
& Karau 1999), memberikan efek stress, serta menurunkan kreativitas dalam berfikir 
(Kruglanski & Webster 1991), dan cenderung menurunkan fungsi kognitif pada 
individu (Janis 1993).   
Dalam kondisi diprediksikan, tekanan waktu akan membuat Hakim 
Pengadilan Tinggi  menilai bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeriyang disajikan 




tekanan waktu akan membuat seorang penilai cenderung menghemat upaya 
kognitifnya dan berfikir heutistik. Proses heuristik yang paling  sering terjadi dalam 
penilaian keadilan sering terjadi. Salah satu yang paling sering terjadi adalah 
pengaruh dari anchoring. Penelitian efek anchoring yang disebut telah menunjukkan 
bahwa standar yang dipilih secara acak dalam tugas penilaian komparatif, secara 
dramatis dapat mempengaruhi penilaian mutlak berikutnya dari target yang sama. 
Banyak temuan menunjukkan bahwa standar yang tidak memiliki relevansi dapat 
mengarahkan penilaian numerik yang dihasilkan di dalam kondisi yang penuh 
ketidakpastian (Mussweiler & Strack, 1999). 
Efek anchoring juga terjadi dalam dunia nyata yang terjadi di dalam domain 
kehidupan sosial, anchoring dapat terjadi pada pengambilan putusan dan penilaian 
yang dilakukan oleh lembaga sosial dengan konsekuensi untuk orang banyak. 
Misalnya, efek anchoring yang kuat telah ditunjukkan dalam konteks negosiasi 
(Galinsky & Mussweiler, 2001) serta dalam pembuatan keputusan pengadilan baik 
orang awam (Chapman & Bornstein, 1996) maupun ahli hukum (Englich & 
Mussweiler, 2001). Dalam konteks  hukum, keputusan pidana dari ahli hukum 
dipengaruhi oleh anchor yang tidak relevan seperti pertanyaan wartawan, tuntutan 
pidana yang secara acak ditentukan oleh lemparan dadu (Englich, Mussweiler, & 
Strack, 2006), atau tuntutan pidana ekstrim yang disuarakan ke ruang sidang oleh 
sebagian orang (Englich, 2005 dalam Englich, Mussweiler, & Strack, 2006). Secara 
keseluruhan, bukti ini menunjukkan bahwa anchoring adalah fenomena kuat dalam 




mengambil keputusan berdasarkan pada tuntutan jaksa, dan lama pidana yang 
diberikan tidak terpaut jauh dengan tuntutan jaksa. 
Di sisi lain Reid (2011) mengatakan bahwa tekanan waktu tidak mempengaruhi 
kualitas pengambilan keputusan bagi seseorang yang sudah terlatih. Hal ini masih 
membutuhkan pengujian mengingat bahwa tekanan kerja dan kompleksitas 
pekerjaan berkorelasi negatif. Dengan kata lain kompleksitas kerja yang tinggi akan 
mengalami hambatan jika dalam situasi yang menekan, sebaliknya  pekerjaan 
dengan kompleksitas yang rendah akan diperoleh hasil yang baik jika berada dalam 
kondisi yang menekan. Mengingat penilaian dan pengambilan keputusan dalam 
persidangan merupakan pekerjaan yang komplek, maka untuk membuktikan bahwa 
apakah efek anchoring dalam penilaian keadilan prosedural benar-benar terjadi, 
sehingga dalam penelitian ini bisa tergambarkan interaksi pengaruh  lama pidana, 
usia pelaku, dan tekanan waktu terhadap penilaian keadilan prosedural. 
Selain faktor eksternal lama pidana dari Hakim Pengadilan Negeri dan usia 
pelaku serta sistem kerja dalam hal ini batasan waktu, faktor psikologis individu 
penilai keadilan dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pengolah informasi 
dan anggota dalam kelompok juga berpengaruh terhadap penilaian keadilan 
pemidanaan pelaku pemerkosaan anak. Beberapa penelitian tentang sikap terhadap 
pemerkosaan (Golge, Yavuz, Miiderrisoglu, & Yavuz, 2003; Kennedy & Gorzalka, 
2002), toleransi terhadap kasus pemerkosaan (Hall & Beizio, 1986), Persepsi 
terhadap pemerkosaan (White & Kurpius, 2002), dan mitos-mitos pemerkosaan atau 
myth of  rape (Cowan, 2000; Gray, 2006). Pada individu yang mempercayai bahwa 




disebabkan oleh laki-laki seperti Male dominance, male sexuality, male dan male 
pathology,  cenderung untuk menghukum pemerkosa lebih berat (Cowan, 2000). 
Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sikap, persepsi, toleransi dan 
mitos tentang pemerkosaan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain nilai peran 
gender (White & Kurpius, 2002; Golge, et. al., 2003). Penelitian tentang sikap 
terhadap pemerkosaan juga melibatkan Jenis kelamin, laki-laki cenderung lebih 
toleran terhadap kejahatan pemerkosaan dibanding perempuan (Lee, Busch, 
Jinseok, & Lim, 2007), perempuan cenderung anti pada myth of rape (mitos 
pemerkosaan bahwa korban mempunyai konstribusi terhadap munculnya tindak 
pidana pemerkosaan) dibanding dengan laki-laki, dan anti pada myth of rape 
cenderung akan menghukum pelaku pemerkosaan lebih berat (Gray, 2006).  
Sexism merupakan sikap terhadap jenis kelamin, baik laki-laki atau 
perempuan. Sexism merupakan faktor yang dianggap mempengaruhi sikap terhadap 
kejahatan pemerkosaan (misal: implikasi dari penilaian), sikap dan persepsi 
terhadap pemerkosaan adalah keinginan untuk bereaksi terhadap kejahatan 
pemerkosaan tersebut, baik pada pelaku maupun pada korban.  
Sexism,  juga mempengaruhi sikap dan penilaian terhadap pelaku dan korban 
tindak kejahatan pemerkosaan (Hall & Beizio, 1986; Chapleau, Oswald, & Russell, 
2007; Yamawaki, Darby & Queros, 2007), misalnya penelitian yang dilakukan 
Yamawaki, Darby, Queiroz (2007) yang menunjukkan bahwa individu yang 
mempunyai nilai hostile power yang tinggi cenderung menilai bahwa pelaku 
pemerkosaan tidak harus dituntut dengan pidana tinggi, karena dianggap kurang 




individu  yang mempunyai Benevolent sexism cenderung lebih menuntut pidana 
lebih berat (Dardenne, Dumont, & Bollier, 2007). Pada penelitian tersebut juga 
disebutkan bahwa perempuan cenderung menuntut pidana lebih berat.  Penelitian 
lain menunjukkan bahwa ada pengaruh antara sexism terhadap penilaian terhadap 
pelaku dan korban pemerkosaan (Viki & Abrams, 2002; Aosved & Long, 2006; 
Sakallı-Uğurlu, Yalçın & Glick, 2007) 
Uraian di atas, menurut peneliti menarik untuk diteliti apakah Lama pidana, 
usia pelaku, dan tekanan waktu mempengaruhi penilaian keadilan pemidanaan 
pemerkosaan terhadap anak? dan apakah sexism, baik benevolent sexism maupun 
hostile sexism merupakan co-varian yang pengaruhi peran, lama pidana, usia pelaku 
dan tekanan waktu dalam penilaian keadilan pemidanaan pemerkosaan terhadap 
anak?  
Melihat pentingnya pemahaman tentang penilaian keadilan pada kasus  
kejahatan pemerkosaan maka penelitian ini mengambil judul “PERAN LAMA 
PIDANA, USIA PELAKU, DAN TEKANAN WAKTU TERHADAP PENILAIAN 
KEADILAN PEMIDANAAN PELAKU PEMERKOSAAN ANAK”.  
 
B. Rumusan Masalah. 
Permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pengaruh lama pidana, usia pelaku dan tekanan waktu terhadap 
penilaian keadilan retributif  untuk pelaku pemerkosaan anak? 
2. Bagaimana pengaruh lama pidana, usia pelaku dan tekanan waktu terhadap 




3. Bagaimana pengaruh lama pidana, usia pelaku dan tekanan waktu terhadap 
penilaian keadilan prosedural  untuk pelaku pemerkosaan anak? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  peran lama pidana, usia pelaku dan 
tekanan waktu dalam mempengaruhi penilaian keadilan retributif, restoratif dan 
proseduralpada pemidanaan pelaku pemerkosaan anak.  
Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan 
psikologi dan secara praktis bermanfaat menjelaskan penilaian keadilan 
pemidanaan. Pemahaman penilaian keadilan pemidanaan akan memberikan 
pemahaman terhadap pentingnya aspek extra legal khususnya aspek psiko-sosial 
yang menentukan pemenuhan rasa keadilan pada kasus-kasus pidana terutama 
untuk kasus kejahatan pemerkosaan yang terjadi pada aparat hukum. Penelitian ini 
juga bisa  ditujukan pada masyarakat awam. Dengan pemahaman penilaian 
keadilan akan memberikan arah reaksi yang benar dalam merespon kasus-kasus 
kejahatan.  
D. Manfaat Penelitian 
Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan akan memberikan 
sumbangan teoritik pada penilaian gambaran lebih mendalam tentang faktor-faktor 
yang mempengaruhi penilaian keadilan dalam bidang hukum. Diharapkan juga 
penelitian ini memberikan khasanah keilmuan dalam bidang psikologi hukum 
Indonesia. 
Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran 




pemidanaan untuk pelaku kejahatan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan 
sumbangan dalam penegakan hukum terutama pada aspek sosial psikologis 
masyarakat Indonesia yang terkait dengan pemenuhan keadilan masyarakat dalam 
aspek hukum.  
 
E. Keaslian Penelitian. 
Sejauh yang peneliti ketahui, penelitian tentang psikologi hukum pidana telah 
cukup lama dilakukan di luar negeri misalnya Stalans & Lurigio, (1990)  yang 
membedakan sikap pidana antara profesional dan orang awam, sedangkan Feather 
(1996; 1980) yang terkenal dengan model Deservingness nya melakukan penelitian 
tentang penilaian keadilan atau kelayakan pidana dalam berbagai setting dengan 
kebanyakan melibatkan mahasiswa (Feather, 1996; 1998).  
Penelitian tentang efek anchoring juga diteliti oleh  Englich, Mussweiler, & 
Strack, (2005) yang meneliti pada jaksa dan hakim dalam proses pengambilan 
keputusan.  
Putri (2010) meneliti tentang keputuasan hakim dalam perkara anak yang 
melanggar hukum.  Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2010) menekankan  
integrated complexitydalam pengambilan keputusan hakim pada perkara anak, 
dengan menggunakan data-data wawancara, arsip yang kemudian dikuantitatifkan.  
Salah satu yang dikenal adalah penelitian tentang tuntutan jaksa dan 
kepribadian otoritarian hakim dalam proses pemidanaan di Indonesia (Probowati, 




Adapun pada penelitian kali ini lebih menekankan pada reaksi atau respon 
penilaian keadilan pada seting Hakim Pengadilan Tinggi atas produk Pengadilan 
Negeri. Penelitian ini mencoba melibatkan aspek-aspek yang ada penilaian 
pengadilan tinggi mulai aspek informasi tentang lama pidana penjara untuk pelaku 
pemerkosaan, usia pelaku pemerkosaan, tekanan waktu dan sexism untuk dilihat 







Dari rangkaian hasil eksperimen dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Penilaian keadilan retributif pidana untuk pelaku pemerkosaan anak dipengaruhi  
oleh lama pidana, usia pelaku dan tekanan waktu.    
2. Penilaian keadilan restoratif pidana untuk pelaku pemerkosaan anak 
dipengaruhi  oleh lama pidana, usia pelaku dan tekanan waktu.    
3. Lama pidana, usia pelaku dan tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap 
penilaian keadilan prosedural pidana pelaku pemerkosaan.  
 
Pada penelitian ini juga ditemukan simpulan tambahan sebagai berikut: 
1. Subjek cenderung menganggap bahwa kejahatan pemerkosaan merupakan 
kejahatan yang serius dan layak untuk dihukum berat. Hal ini terbukti dari hasil 
eksperimen pertama  pada penilaian keadilan retributif, bahwa  pidana 15 tahun 
untuk pelaku pemerkosaan dianggap lebih adil dibanding dengan pidana 5 
tahun dan  vonis bebas.  
2. Subjek juga mempertimbangkan latar belakang pelaku pemerkosaan, terutama 
usia pelaku. Subjek cenderung menganggap bahwa memberikan pemidanaan 
yang lebih berat untuk pelaku yang sudah dewasa dan cenderung memberikan 
vonis yang ringan pada pelaku yang masih anak-anak, baik untuk penilaian 




3. Dalam melakukan penilaian yang baik dan membuat sebuah putusan, Subjek 
butuh waktu yang lebih longgar untuk  melakukan  penilaian dan keputusan 
yang berkualitas, karena waktu yang sempit cenderung membuatsubjek kurang 
leluasa mengakses informasi dengan baik.  
4. Subjek menilai bahwa makin lama pidana makin dinilai mempunyai 
kemanfaatan untuk pelaku, korban dan masyarakat. Hal ini tercermin dari  
pidana 15 tahun dinilai lebih adil secara restoratif dibanding dengan dengan 
pidana 5 tahun dan vonis bebas, sedangkan pidana 5 tahun dianggap lebih adil 
dibanding vonis bebas.  
5. Penilaian keadilan restoratif subjek dipengaruhi oleh perbedaan usia pelaku hal 
ini tergambar bahwa pidana 5 tahun dan  vonis bebas dinilai lebih memenuhi 
keadilan restoratif  jika diberikan pada pelaku pemerkosaan anak-anak 
dibanding  dengan  jika diberikan ada pelaku dewasa. Sebaliknya pidana 
maksimal atau 15 tahun lebih adil secara restoratif jika diberikan kepada pelaku 
dewasa.  
6. Subjek cenderung mempercayai bahwa proses telah dilakukan sesuai dengan 
prosedur yang benar. Hal ini tergambar pada penilaian keadilan prosedural yang 
cenderung tinggi pada setiap eksperimen.  
7. Subjek cenderung lebih  “gampang” untuk menuntut pidana atau hukuman 
pelaku dengan pidana yang lebih lama. Hal ini dilihat  dari konsistensi dominasi  
pengaruh lama pidana terhadap penilaian keadilan retributif, dibanding dengan 




cenderung membawa subjek terjebak dalam heuristic thinking pada kasus yang 
dilihatnya.  
8. Meskipun dengan tujuan kemanfaatan bagi korban, tetapi ada kecenderungan 
subjek  untuk  menilai bahwa pidana yang lebih lama merupakan pidana yang 
bermanfaat.  Hal ini terlihat  rerata penilaian keadilan restoratif antar  lama 
pidana 15 tahun, 5 tahun dan vonis bebas, baik pada pelaku dewasa maupun 
pada pelaku anak-anak.  
9. Subjek cenderung menganggap putusan apapun yang diberikan oleh Hakim 
Pengadilan Negeri merupakan putusan yang sudah melalui prosedur yang baik. 
Hal ini terlihat dari tidak adanya perbedaan penilaian keadilan prosedural antara 
pidana 15 tahun, 5 tahun dan vonis bebas. 
 
B. Keterbatasan Penelitian 
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, pertama subjek penelitian 
meskipun mereka mempelajari hukum namun mereka belum bisa disejajarkan 
dengan hakim yang sesungguhnya karena untuk menilai sebuah putusan 
hakimPengadilan Negeri dibutuhkan pengalaman yang cukup. Kesulitan 
mengundang hakim apalagi hakim pengadilan tinggi dalam jumlah yang memadai 
merupakan kesulitan tersendiri.  
Kedua, durasi tekanan waktu 10 menit masih perlu pengujian lagi untuk 
memastikan sebagai waktu yang memberikan dampak stress bagi subjek. Hal ini 
terindikasi bahwa waktu hanya bisa membedakan pidana 15 tahun untuk pelaku 




menunjukkan perbedaan. Kelemahan lain adalah pengukuran tentang penilaian 
keadilan prosedural belum mempunyai kehandalan yang tinggi. Tekanan waktu 
merupakan implementasi dari beban kerja dan tekanan lingkungan pada saat 
melakukan penilaian, sehingga waktu 10 menit dianggap masih memerlukan kajian 
lebih lanjut.   
Ketiga, meskipun ada upaya untuk meminimalisir  variabel pengganggu 
dalam eksperimen ini, dengan memberikan perbedaan instruksi dan format skenario 
yang mudah difahami,  namun tidak adanya  manipulation check  merupakan 
kelemahan lain dalam penelitian ini.  
C. Saran. 
Berdasarkan penelitian ini dapat disarankan beberapa hal  sebagaimana berikut 
ini:  
1. Dari hasil secara konsisten menunjukkan bahwa makin lama pidana makin 
dianggap adil, maka untuk mencapai rasa keadilan harus mempertimbangkan  
penilaian  tentang keseriusan kejahatan. Hal ini terkait bahwa kejahatan yang 
berat cenderung dianggap harus diberikan hukuman yang berat. Adapun dari 
hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerkosaan merupakan kejahatan 
yang dianggap berat dan layak dihukum seberat-beratnya 
2. Untuk Penegak Hukum. Pelaku kejahatan anak-anak lebih membutuhkan 
restorasi (perlakuan rehabilitasi) dibanding hukuman, untuk itu bagi  penegak 
hukum perlu memperlakukan anak-anak secara khusus dan vonis yang lebih 





3. Pimpinan Institusi hukum: Perlu mengkaji ulang beban kerja yang diberikan 
pada aparat hukum baik hakim, jaksa maupun polisi. Keterbatasan tenaga dan 
waktu yang dipunyai oleh penegak hukum akan cenderung mengkaburkan 
tujuan proses hukum sebagai proses pencapaian keadilan. Saran ini 
berdasarkan bahwa tekanan waktu membuat individu cenderung kurang 
berfikir secara kritis dalam menilai sebuah kasus, terutama untuk kasus-kasus 
yang komplek 
4. Untuk peneliti yang sama:  
a. Ketiga manupulasi pada eksperimen kali ini merupakan aspek eksternal 
dari subjek, sehingga untuk menyempurnakan hasil penelitian dan 
memberi gambaran pola pikir individu dalam menilai kasus kejahatan. 
Untuk itu perlu menggali lebih dalam tentang aspek internal, seperti nilai, 
dan kepribadian.  
b. Untuk peneliti yang sama: Disarankan untuk melibatkan bentuk kejahatan 
yang lain, selain pemerkosaan, dengan metode within subject. Diharapkan 
akan lebih meyakinkan bahwa keseriusan kejahatan memberikan efek 
pada keinginan untuk menghukum. Selain itu pada realita pelaksanaan di 
pengadilan seorang penegak hukum umumnya tidak menangani satu 
bentuk kejahatan semata. 
c. Untuk peneliti yang sama: Terkait dengan tekanan waktu disarankan ada 
penelitian tentang efek waktu dan dengan kasus yang sesungguhnya untuk 
mendapatkan berapa lama untuk kasus yang sesungguhnya. Tekanan 




hakim. Untuk itu berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk 
membuat penelitian tentang perbedaan penilaian keadilan pemidanaan 
antara hakim yang mempunyai beban kerja tinggi dan hakim yang 
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